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Abstrak 

Latar belakang dari penelitian ini yaitu Obyek Wisata Goa Pindul sebelumnya di 

kelola oleh Kelompok Sadar Wisata Desa Bejiharjo, namun dengan dibentuknya 

BUMDes, maka segala yang termasuk dalam badan usaha desa di kelola oleh BUMDes 

agar terserap ke PADes, namun Menurut Bagyo pengelola Pokdarwis Desa Bejiharjo, 

dalam TribunJogja.com edisi Jumat 9 September 2018 Kalau saat ini dibentuk BUMDes, 

Pokdarwis tidak setuju, karena aset masing-masing kelompok pengelola sudah besar. 

Namun dengan adanya komunikasi dan adanya audiensi antara BUMDes dan Pokdarwis  

Bejiharjo, maka ditemukan kesepakatan bahwa pengelolaan obyek wisata Goa Pindul 

dikelola bersama oleh BUMDes dan Pokdarwis bejiharjo. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana kolaborasi antara BUMDes Maju Mandiri dengan 

Kelompok Sadar Wisata dalam pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul. 

Pendekatan metodologi penelitian dalam penelitian ini termasuk kategori 

kualitatif dengan sifat penelitianya deskriptif. Pengambilan datanya menggunakan dua 

cara yaitu pengambilan data secara primer yaitu data yang diperoleh secara langsung 

melalui wawancara dari sumber yang telah ditetapkan yaitu dari pihak BUMDes Maju 

Mandiri dan pihak Kelompok Sadar Wisata dan pengambilan data secara sekunder yang 

diperoleh secara tidak langsung baik dari dokumen,laporan tahunan maupun data-data 

yang mendukung lainya. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bejiharjo Kecamatan 

Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul di Obyek Wisata Goa Pindul. 

Setelah dilakukan penelitian Collaborative Governance Dalam Pengelolan Obyek 

Wisata Goa Pindul (Studi Kasus Bumdes Maju Mandiri Dan Kelompok Sadar Wisata 

Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul 2017-2018) terkait keberhasilan kolaborasi sudah 

bisa berjalan sesuai indikator namun masih terdapat beberapa indikator yang belum 

berjalan dengan baik dalam pelaksanaanya seperti komitmen terhadap tujuan, tingkat 

kepercayaan antar stakeholder, akses terhadap sumberdaya. 

Sebaiknya dibuat kebijakan yang dapat mengkoordinir semua pihak sehingga 

kolaborasi dapat berjalan dengan damai dan dapat mencapi tujuan bersama. Kepercayaan 

dari masing-masing pihak juga sangat diperlukan. Pemerintah sebaiknya ikut 

berkontribusi dalam sumber keuangan agar kolaborasi dalam mengelola Goa Pindul dapat 

berjalan dengan optimal. 

Kata kunci: Collaborative governance, Governance, Pengelolaan, Obyek 

,Goa,Pindul 

 

 

 

 

 



Pendahuluan 

Yogyakarta merupakan daerah istimewa yang terkenal akan budaya dan pariwisata, 

bahkan Yogyakarta merupakan daerah tujuan wisata untuk berlibur menikmati suasana 

indah. Tidak sedikit sekolah-sekolah di jawa dan luar jawa melakukan kunjungan 

pendidikannya ke Yogyakarta, dan tidak sedikit pula wisatawan lokal maupun asing yang 

datang untuk menikmati wisata yang ada di Yogyakarta.  

Arah pembangunan kepariwisataan DIY juga semakin jelas dan mantap, dengan 

mengacu kepada Perda DIY No. 1 Th. 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan (RIPPARDA) DIY, yang menjadi sumber rujukan utama untuk memandu 

arah pengembangan kepariwisataan DIY yang berwawasan budaya. Perda tersebut telah 

secara eksplisit memberikan rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh seluruh stakeholder 

kepariwisataan DIY, tuntutan sinergitas antar sektor, serta pembagian peran para 

actor/pelaku pembangunan,untuk mencapai visi pembangunan kepariwisataan yang telah 

ditetapkan. (Statistik Kepariwisataan DIY Tahun 2016). 

Semakin banyanya wisatawan yang datang berkunjung ke Yogyakarta, maka 

semakin tinggi ketertarikan daerah daerah di yogyakarta untuk mengembangkan potensi 

di daerahnya menjadi obyek wisata, baik itu wisata budaya ataupun wisata alam. Pada 

tahun 2016 jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY menurut statistik DIY yaitu 

4.549.574 terdapat peningkatan yang signifikan dari tahun 2015 yang berjumlah 

4.122.405. peningkatan tersebut tidak terlepas dari pengembangan pariwisata di daerah-

daerah yang ada di DIY . 

Dalam penelitan ini peneliti megambil lokasi di Gunungkidul, karena memang sejak 

2014 ini Gunungkidul sedang mengembangkan obyek wisata untuk meningkatkan PAD, 

Menurut Oda dalam Tribun Jogja 26 Juni 2017 Jumlah pengunjung ke Gunung Kidul 

terus meningkat, pada tahun 2017 jumlah pengunjung di seluruh objek wisata mencapai 

sekitar 12.000 pengunjung dan dari data sementara yang hari ini, jumlah pengunjung 

mencapai 39.554 orang dengan jumlah PAD Rp. 305.614.000. Tarif retribusi di setiap 

objek wisata yang terdapat di Gunungkidul berbeda-beda. 

Untuk kawasan Pantai Ngrenehan, Pantai Ngobaran, Pantai Nguyahan, Pantai 

Siung, dan Pantai Wediombo ditarik Rp. 5.000,-. Sedangkan Pantai Baron, Pantai Kukup, 



Pantai Sepanjang, Pantai Krakal, Pantai Drini, Pantai Sundak, Pantai Somandeng, Pantai 

Pulangsawal, dan Pantai Pok Tunggal senilai Rp. 10.000,-. Sementara itu, untuk wisata 

Goa Pindul Rp. 10.000,-, daerah wisata Nglanggeran, wilayah wisata daerah Bleberan 

Rp. 2.000,-, sedangkan untuk tarip retribusi di Kalisuci Rp. 5.000,-. 

Dalam pengembangan obyek wisata di Gunung Kidul, tentunya tidak terlepas dari 

munculnya Desa Wisata Menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR) dalam Prasukmana dan 

Muhadi (2001: 8), yang dimaksud dengan Desa Wisata adalah suatu kawasan pedesaan 

yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari 

kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur 

bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik 

dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen 

kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata 

lainnya. 

Kabupaten Gunung Kidul, khususnya yang akhir-akhir ini terdapat konflik dalam 

pengelolaan obyek wisata yaitu di obyek wisata Goa Pindul, dimana di Goa Pindul 

Terdapat dua organisasi berbeda yang dapat mengelola pariwisata di desa, yaitu 

kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dimana fungsi Pokdariws dalam pengelolaan desa 

wisata sebagai penggerak sadar wisata dan sapta pesona di lingkungan wilayah di 

destinasi wisata dan  sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) 

dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata di daerah, Yang kedua 

BUMDes sebagai lembaga yang mengatur keuangan Desa. Tidak menutup 

memungkinkan menimbulkan konflik di antara keduanya karena memang tidak dapat di 

tutup-tutupi pariwisata menyumbang pendapatan yang besar bagi suatu daerah. Seperti 

yang terjadi di Gunung Kidul, yaitu di obyek wisata Goa Pindul, dimana obyek wisata 

Goa Pindul sebelumnya di kelola oleh Pokdarwis Bejiharjo, setelah di bentuknya 

BUMDes, mengacu pada UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Pasal 87 UU 

Desa dan pasal 132 PP No. 43 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap desa di beri peluang 

yang sama untuk mendirikan BUMDes, pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk 

memfasilitasi pengelolaan keuangan desa.maka segala pengelolaan keuangan di 

laksanakan oleh BUMDes.  



Sebelumnya, obyek wisata Goa Pindul di kelola oleh Pokdarwis Desa Bejiharjo, 

namun dengan dibentuknya BUMDes, maka segala yang termasuk dalam badan usaha 

desa di kelola oleh BUMDes agar terserap ke PADes, namun Menurut Bagyo pengelola 

Pokdarwis Desa Bejiharjo, dalam TribunJogja.com edisi Jumat 9 September 2018 kalau 

saat ini dibentuk BUMDes, Pokdarwis tidak setuju, karena aset masing-masing kelompok 

pengelola sudah besar, apakah Desa mampu membeli semua aset milik semua operator 

yang ada, saat ini pengelolaan desa wisata sudah terbagi menjadi dua. Pertama adalah 

dikelola kelompok-kelompok seperti yang terjadi di Gua Pindul, kemdian yang kedua 

dikelola BUMdes. Dua mdoel ini semestinya menjadi bagian dari model pengelolaan 

yang harus dibimbing, bukan dipaksa dibentuk. 

Sementara itu, Kepala Disbudpar Gunungkidul Saryanto dalam TribunJogja.com 

edisi Jumat 9 September 2018 mengatakan, pembentukan BUMDes dilakukan agar 

semua terkoordinir dan juga memberikan kontribusi terhadap desa dan masyarakat. 

Namun dengan adanya komunikasi dan adanya audiensi antara BUMDes dan Pokdarwis  

Bejiharjo, maka ditemukan kesepakatan bahwa pengelolaan obyek wisata Goa Pindul 

dikelola bersama oleh BUMDes dan Pokdarwis bejiharjo. Dengan adanya kerjasama 

tersebut, peneliti ingin melihat lebih jauh bagaimana bentuk kolaborasi antara BUMDes 

dengan Pokdarwis Bejiharjo dalam mengelola Pariwisata Goa Pindul, karena konflik 

seperti yang di jelaskan di atas tidak menutup kemungkinan terjadi di daerah lain yang 

baru membentuk BUMDes, dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat 

membantu dan memberikan masukan kepada setiap desa wisata dalam pengelolaan desa 

wisata koordinasi antara BUMDes dan Pokdarwis. 

 

 

 

 

 

 

 



Kerangka Teori 

Governance 

Governance tidak sama dengan goverment (pemerintah), dalam arti sempit 

governance adalah sebagai lembaga, tetapi governance dalam arti yang luas adalah proses 

kepemerintahan (Dwipayana dkk, 2003:8). Dalam konteks govement lebih diartikan 

sebagai “mereka” sedangkan governance lebih diartikan sebagai “kita”, dalam hal ini 

kontek govement dilihat seolah-oleh hanya pemerintah atau politisi yang dapat mengatur, 

melaksanakan sesuatu, dan memberikan sebuah pelayanan, akan tetapi jika dilihat dari 

kontek governance atau “kita” memberikan penjelasan bawasanya terdapat peleburan 

antara yang “memerintah” dan yang “diperintah” karena governace ini melibatkan 

semuanya dalam berbagai proses governance. 

Sedangkan menurut bevir dalam Zaenuri (2016: 20) menjelaskan bahwa 

governance adalah bentuk transformasi sistem tata kelola pemerintah yang meliputi 

beberapa spek yang dimulai dari perubahan sistem hirarki dan jaringan pasar kemitraan, 

interkoneksi administrasi dengan masyarakat sipil, perubahan ativitas pemerintah dari 

negosiasi dan diplomasi, serta keterlibatan lembaga non negara dalam pembuatan dan 

pelaksanaan kebijakan publik. Ada beberapa dimensi penting dari governance. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpukan bahwa Governance 

adalah sistem kelembagaan yang memberi respon terhadap berbagai masalah publik yang 

muncul di masyarakat yang melibatkan banyak pelaku baik dari pemerintah dan 

kelompok kepentingan dalam proses formulasi serta diimplementasikan untuk mencapai 

tujuan dan atau menyelesaikan masalah bersama. 

 

Collaborative Governance 

Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang 

terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan 

tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah 

kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling 



memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat. CIFOR/PILI, 

dalam Haryono (2012: 7). 

Gray dalam Haryono (2012: 48). menggambarkan bahwa kolaborasi sebagai suatu 

proses berfikir dimana pihak yang terklibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu 

masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan padangan 

mereka terhadap apa yang dapat dilakukan. Pada artikel ini kolaborasi dimaknai sebagai 

kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab dimana pihak-

pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk 

berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis 

masyarakat. 

Adanya kolaborasi dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul dikarenakan 

kompleksitasi dan saling ketergantungan antar instansi. Dalam pengelolaan obyek wisata 

goa pindul tidak dapat dijalankan oleh satu instansi saja karena untuk melaksanakannya 

melibatkan berbagai bidang yang berbeda-beda seperti keunagan, pelatihan, pemasaran, 

dan pembinaan sehingga ini dilakukan oleh beberapa pihak dengan kewenangan masing-

masing. Adanya collaborative governance ini memunculkan sifat adaptif terhadap satu 

persoalan yang menuntut pemecahan berbagai berbagai pihak atau instansi terhadap suatu 

persoalan yang bisa dibawa kedalam bentuk-bentuk collaborative governance yang 

bervariasi antara lain: manajement, komunikasi, keterlibatan wakil rakyat, negosiasi, 

regulasi, dan bentuk kolaborasi lainnya yang mencakup berbagai stakeholder yang ikut 

terlibat dalam pelaksanaan program ataupun kebijakan. 

a. Ukuran Keberhasilan Kolaborasi 

 DeSeve (2007: 50) dalam Putro (2014: 29-35) menyebutkan bahwa terdapat 

delapan item penting yang bisa dijadikan untuk mengukur keberhasilan sebuah 

network atau kolaborasi dalam governance, yang meliputi : 

1) Jenis struktur jaringan 

Mendeskripsikan secara konseptual keterkaitan antar elemen satu dengan 

yang lain menyatu secara bersamaan untuk menjelaskan beberapa unsur fisik 

jaringan, yang kaitnya dengan bentuk networked structure, seperti clusture dan 

spoke yang digunakan. 



2) Komitmen Terhadap Tujuan 

Komitmen terhadap tujuan mengacu pada alasan mengapa sebuah network 

atau jaringan harus ada. Alasan mengapa sebuah network harus ada adalah 

karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan positif. Tujuan-

tujuan ini biasanya teraktulisasikan kedalam misi umum suatu organisasi 

pemerintah. 

3) Adanya saling percaya diantara para pelaku/peserta yang terangkai dalam 

jaringan 

Kepercayaan diantara para partisipan didasarkan pada hubungan 

professional atau sosial, keyakinan bahwa para partisipan mempercayakan pada 

informasi-informasi atau usaha-usaha dari stake holder lainnya dalam suatu 

jaringan untuk mencapai tujuan bersama. 

4) Governance 

Kejelasan dalam tata kelola termasuk boundary dan exclusivity, rules, self 

determination, dan network manajemen. Boundary dan exclusivity menegaskan 

siapa yang termasuk anggota dan siapa yang bukan termasuk anggota, harus ada 

kejelasan siapa saja yang termasuk dalam jaringan dan siapa yang ada di luar 

jaringan. Rules berkaitan dengan aturan-aturan yang menegaskan sejumlah 

pembatasan perilaku anggota komunitas dengan ancaman bahwa mereka akan 

dikeluarkan jika perilaku mereka menyimpang atau tidak sesuai dengan 

kesepakatan yang telah disetujui bersama. Self determination yaitu kebebasan 

untuk menentukan bagaimana network atau kolaborasi akan dijalankan dan siapa 

saja yang diijinkan untuk menjalankannya. Network management berkaitan 

dengan resolusi penolakan/tantangan, alokasi sumber daya, kontrol kualitas, dan 

pemeliharaan organisasi. Dapat disimpulkan bahwa ciri sebuah kolaborasi yang 

efektif adalah jika kolaborasi didukung sepenuhnya oleh semua anggota network 

tanpa konflik dan pertentangan dalam pencapaian tujuan, 

 

 



5) Akses terhadap kewenangan 

Akses terhadap otoritas yakni tersedianya standar-standar ketentuan 

prosedur-prosedur yang jelas yang diterima secara luas. Dari kebanyakan 

kolaborasi memberikan otoritas untuk mengimpelementasikan keputusan-

keputusan dalam menjalankan tugasnya. 

6) Pembagian akuntanbilitas responbilitas 

Pembagian akuntabilitas/responbilitas yakni berbagi governance 

(penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan stakeholder 

lainnya) dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota 

jaringan , dengan demikian berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang 

diinginkan. 

7) Berbagi informasi 

Yaitu kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan privacy, dan 

keterbatasan akses bagi yang bukan anggota sepanjang bisa diterima oleh semua 

pihak. Kemudahan akses ini bisa mencakup sistem, sofware dan prosedur yang 

mudah dan aman untuk mengakses informasi. 

8) Akses terhadap sumber daya 

Yakni ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia dan sumber daya 

lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan network. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

collaborative governance yaitu struktur organisasi pemerintahan diamananatkan 

yang secara langsung mengajak pemilik kepentingan dalam membuat keputusan 

bersama-sama dalam forum yang bersifat normal, ada kebebasan, dan berorientasi 

pada kosensus yang mempunyai tujan untuk melaksanakan kebijakan publik atau 

mengeloha program atau asset secara bersama-sama. 

 

 



Pengelolaan Pariwisata 

 Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan mendefinisikan 

wisata sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang 

dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau 

mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

Sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, 

pemerintah daerah. 

 Menurut Spinllane (dalam Fitriana, 2013: 8) pariwisata sudah ada sejak dimulainya 

peradaban manusia dengan ditandai oleh adanya pergerakan penduduk yang melakukan 

ziarah dan perjalanan agama. Manusia menyadari bahwa pariwisata merupakan agen 

perubahan yang mempunyai kekuatan besar dan dahsyat, namun kajian aspek sosial 

budaya dari kepariwisataan relatif jauh tertinggal. Kemudian dalam Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah 

berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Yusuf (2014: 23), 

penelitian kualitatif  merupakan suatu strategi inquiry  yang menekankan pencarian 

makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang 

suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alamidan holistik, mengutamakan 

kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara narratif. Dari definisi 

yang sederhana penelitian kualitatif yaitu menemukan jawaban terhadap suatu 

pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis.   

Dengan demikian peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif agar dapat 

mendeskripsikan yang terjadi di lapangan. Peneliti berusaha menggambarkan tentang 

objek dan kajian penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang ada di 

lapangan. Informasi yang disampaikan oleh informan kemudian dikumpulkan dan 

dianalisis, hasis analisis tersebut dapat berupa dekskripsi kemudian di interpretasi 

dan hasil akhirnya berupa laporan tertulis.Penelitian ini dilakukan di Desa Bejiharjo, 

Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, di Obyek Wisata Goa Pindul 

tepatnya pada BUMDes Maju Mandiri dan Pokdarwis. 

Unit AnalisisUnit analisis data adalah satuan yang diteliti berupa individu, 

kelompok, benda atau suatu latar latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas 

individu atau kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2005:75). Unit analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini  melibatkan Pemerintah Desa Bejingharjo, 

Pengelola BUMDes, dan Pokdarwis Desa Bejiharjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEMBAHASAN 

Collaborative Governance dalam Pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul 

(Studi Kasus BUMDes Maju Mandiri Dan Kelompok  Sadar Wisata 

Bejiharjo,Karangmojo,Gunungkidul) 

 

Struktur Jaringan 

Pada konsep networked structure, indikator ini tidak boleh menciptakan hirarki 

kerena hal ini akan menyebakan ketidak efektifan, dan struktur jaringan harus terorganisir 

dengan struktur organisasi yang seminimal mungkin, agar tidak ada hirarki kekuasaan, 

monopoli, dominasi, agar terciptanya kesetaraan baik dari tanggungjawab, kewajiban, 

kesempatan untuk aksesibilitas dan otoritas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 1 Pola Hubungan Kolaborasi 

  Sumber : Kantor Sekretariat BUMDes Maju Mandiri 

Kolaborasi dalam  pengelolaan Obyek wisata Goa Pindul di desa Bejiharjo dikelola 

oleh tiga instansi yaitu Dinas Pariwisata Gunung Kidul, BUMDes Maju Mandiri dan 

Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) . Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul selaku 

pemegang izin Pengelolaan Izin Pengusahaan Air Tanah Untuk Wisata Susur Goa bekerja 

sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Maju Mandiri, yang tertuang dalam 

Perjanjian Kerja Sama No : 415.4/PK/2017 dan No : 01/BUMDes/2017 Tertanggal 5 Juni 

2017. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Mandiri bekerja sama dengan 

Kelompok Sadar Wisata / Operator Wisata Desa Bejiharjo tentang Kerja Sama Dalam 

Dinas Pariwisata 
(Pemegang izin 

pengelolaan) 

 

BUMDes Maju 
Mandiri 

(Pelaksana Operasional) 

Pokdarwis 

(Pelaksana jasa 

pramuwisata) 



Jasa Pramuwisata di kawasan wisata Goa Pindul yang tertuang dalam perjanjian kerja 

sama No : 01-PK/BUMDES/2018 dan No. 01/DB/VI/2018. 

Dinas Pariwisata disini diberi kewenangan oleh Pemerintah Daerah untuk 

mengelola Obyek Wisata Goa Pindul. Setelah BUMDes dibentuk, Dinas Pariwisata 

bekerja sama dengan BUMDes Maju Mandiri melalui ijin yang diberikan oleh pemerintah 

untuk mengelola Obyek Wisata Goa Pindul. Sementara Pokdarwis disini berperan 

sebagai pihak pelaksana dilapangan. Dimana BUMDes Maju Mandiri bertanggung jawab 

kepada Dinas Pariwisata dan Pokdarwis bertanggung jawab kepada BUMDes Maju 

Mandiri. 

Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Bapak Agung Susinantoro selaku Wakil 

Direktur BUMDes Maju Mandiri:  

“Setelah perijinan goa pindul di serahkan  kepada bumdes  karena yang megang 

ijin pegeloaan  adalah pemda yang diserahkan ke dinas pariwisata setelah ada 

bumdes ,pegelolaan itu di serahkan kepada bumdes yang terjalin dalam sebuah 

ikatan kerja sama  antara pihak pariwisata dengan BumDes jadi bumdes yang 

punya ijin kita yan pegang  ijin lingkungan dan semua yang berkaitan dengan 

ijin pengelolaan bumdes yang  pegang sedangkan pokdarwis dari segi 

pemanduan wisata podarwis yang menjalankan termasuk menyediakan 

peralatan serta menyediakan pemandu .Jadi Bumdes disisi ijin sedangkan 

pokdarwis lebih kepelaksananya. Dan itupun pakai kerja sama dimana semua 

operator disana ketika akan melakukan kegiatan pelayanan wisata goa pindul 

maka haus kerja sama dengan bumdes kalua tanpa ada kerja sama  dengan 

bumdes maka tidak akan diberikan izin oleh pihak desa” (wawancara pada 

tanggal 8 Juni 2018 di Kantor Sekretariat BUMDes Maju Mandiri) 

Pada pengelolaan Goa Pindul, semua kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes dan 

Pokdarwis tidak lepas dari pengawasan Dinas Pariwisata karena BUMDes mempunyai 

tanggungjawab untuk melaporkan semua kegiatan terkait pengelolaan goa pindul. 

Walaupun BUMDes diberikan izin dan kewengangan dalam pengelolaan goa pindul 

kepada Dinas Pariwisata tetapi harus melalui rekomendasi dari Dinas Pariwisata.Hal 

tersebut sesuai yang diutarakan bapak Agung Susinantoro selaku wakil direktur BUMDes 

Maju Mandiri : 



“Selama ini ketika kita menyusun semua manajemen yang ada di goa pindul itu 

tidak lepas dari pengawasan dinas pariwisata, sehingga apapun yang menjadi 

langkah kita tidak lepas dari pantauan dinas pariwisata karena kita punya 

tanggungjawab untuk melaporkan kegiatan kita kepada dinas pariwisata setiap 

3 bulan sekali. Berapa pertimbangan kita laporkan kesana. Apapun yang kita 

lakukan tidak bisa lepas dari sana, walaupun kewenangan untuk melakukan itu 

di pihak kami, di pihak bumdes akan tetapi harus melalui rekomendasi dari 

sana, kalau tidak dari sana ya kita tidak bisa untuk membuat kebijakan itu.” 

(wawancara pada tanggal 8 Juni 2018 di Kantor Sekretariat BUMDes Maju 

Mandiri) 

Unsur hirarki terlihat dari pertanggungjawaban Pokdarwis,  BUMDes  selaku 

pengelola Obyek Wisata Goa Pindul yang bertanggung jawab kepada Dinas Pariwisata 

selaku leader dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul. 

Secara keseluruhan struktur jaringan pada kolaborasi ini sudah berjalan dengan baik 

sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya, akan tetapi Dinas Pariwisata menjadi stakeholder yang memiliki 

kewenangan lebih untuk menangani dan mengambil keputusan terkait pengelolaan Obyek 

Wisata Goa Pindul dibanding stakeholder lainya  sehingga Dinas Pariwisata harus lebih 

memiliki komitmen dalam upaya pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul sebagai salah 

satu obyek wisata unggulan di Kabupaten Gunungkidul. 

 

Komitmen Terhadap Tujuan 

Faktor kedua adalah komitmen terhadap tujuan yang mengacu pada alasan mengapa 

sebuah network atau jaringan harus ada. Alasan mengapa sebuah network harus ada 

adalah karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan positif. Tujuan-

tujuan ini biasanya teraktulisasikan kedalam misi umum suatu organisasi pemerintah. 

Kolaborasi yang terjalin antar BUMDes dan Pokdarwis mengacu pada upaya 

pengembangan obyek wisata goa pindul yang memiliki tujuan untuk saling membantu 

dan menguntungkan dalam bidang jasa pramuwisata di Kawasan Wisata  Goa Pindul 

bedasarkan Keputusan Bupati Gunung Kidul Nomor 273/Kpts/2014 tertanggal 22 

Oktober 2014 tentang Obyek Wisata Kawasan Goa Pindul. Hal tersebut juga tercantum 



dalam Surat Perjanjian  Kerja Sama nomor : 01-PK/BUMDES/2018 antara BUMDes 

dengan Pokdarwis Bab II Pasal 2 tentang Maksud dan Tujuan yang berisi : 

“Para Pihak bersepakat bahwa perjanjian kerja sama ini dibuat dengan 

maksud saling membantu dan menguntungkan dalam bidang jasa 

pramuwisata di Kawasan Wisata Goa Pindul berdasarkan Keputusan Bupati 

Gunung Kidul Nomor 273/Kpts/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 tentang 

Obyek Wisata Kawasan Goa Pindul." 

 

Saling membantu yang dimaksud dalam tujuan adalah dengan memberdayakan 

warga masyarakat melalui kegiatan kegiatan pariwisata di Kawasan Goa Pindul. Hal 

tersebut tercantum dalam Surat Perjanjian antara BUMDes dan Pokdarwis pada BAB II 

pasal 3 ayat 3. 

Hal tersebut juga diutarakan oleh Bapak Bagya selaku ketua Pokdarwis Dewa Bejo: 

“kami itu membuka objek wisata ini untuk pertama kita berbasis pada 

masyarakat, artinya kita merangkul pada masyarakat pada warga, agar warga-

warga disekitar ini tidak sebagai penonton saja, ada pemain kita harus bisa 

mengenyami, kita harus bisa melaksanakan dan kita harus dapat bagian itu” 

(wawancara pada tanggal 8 Juni 2018 di Kantor Sekretariat Pokdarwis 

Dewabejo) 

Saling menguntungkan yang dimaksud dalam tujuan adalah dengan pembagian 

hasil usaha.Dalam pembagian hasil usaha terkait penjualan tiket masuk obyek wisata Goa 

Pindul Bumdes Maju Mandiri mendapatkan 5 ribu rupiah sedangkan pokdarwis 

mendapatkan 35 ribu rupiah.  Menurut surat perjanjian kerja sama antara BUMDes 

dengan Pokdarwis Dewa Bejo 1 No : 01-PK/BUMDES/2018 dan No : 01/DB/VI/2018 

pada BAB V pasal 9 ayat 3 yang berisi: 

“Bahwa dalam  rangka pengaturan kenyamanan wisata Goa Pindul, 

dikoordinir oleh Unit Usaha Pramuwisata DEWA BEJO 1 dan kepadanya 

diberikan pembagian hasil sebesar 5% dari nominal pembagian hasil usaha 

yang diterima pihak kesatu (BUMDes).” 

 

Hal tersebut juga diutarakan oleh Bapak Agung Siswantoro selaku Wakil Direktur 

BUMDes : 



“Sudah kita bukukan dalam sebuah perjanjian kerja sama jadi sudah disusun 

dalam sebuah draf perjanjian kerja sama dan berlaku selama 3 tahun dan 

setiap tahun dapat di evaluasi kembali sehingga disana sudah tertera hak dan 

kewajiban masing – masing sudah ada bahwa kita yang punya kewenangan 

mencetak tiket bahwa kita yang mengatur sirkulasi  di pengaturan di mulut 

goa  dan sebagainya dan mereka yang mempunyai hak membayar kewajiban 

5000 rupiah pertiketnya  kepada kami dan pokdarwis mendapatkan 35 ribu 

dan asuransi kita yang menanggung dan posisinya sudah di perinci dalam 

sebuah perjanjian kerja sama itu” (wawancara pada tanggal 8 Juni 2018 di 

Kantor Sekretariat BUMDes Maju Mandiri) 

 

Adapun bentuk kerja samanya seperti yang tercantum dalam surat perjanjian kerja 

sama nomor : 01-PK/BUMDES/2018  dan nomor : 01 /DB/VI/2018 BAB V pasal 8 

tentang bentuk kerja sama  antara BUMDes Maju Mandiri dengan  Pokdarwis Dewa bejo 

1 yang berbunyi : 

1. PIHAK KESATU (BUMDes maju Mandiri) adalah pihak yang menetapkan dan 

menerbitkan tiket masuk Wisata Susur Goa Pindul sebesa RP. 40.000,00 

1. Pihak kedua (Pokdarwis) adalah pihak yang menjual tiket kepada pengunjung 

Wisata Susur Goa Pindul dengan nominal harga sesuai yang tercantum dalam 

tiket masuk Wisata Susur Goa Pindul sebesar Rp. 40.000,00 dan melayani 

pengunjung di satu kantor resminya 

Selain itu untuk menjaga komitmen disemua pihak untuk menyelaraskan tujuan dan 

visi misi, BUMDes maupun Pokdarwis selalu bermusyawarah dalam mengambil 

keputusan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Agung Susinantoro selaku wakil direktur 

BUMDes Maju Mandiri. 

“Setiap kebijakan yang kita keluarkan itu dilaksanakan bersama kemudian 

komitmen itu sudah jelas jadi kalau itu sudah menjadi kesepakatan bersama 

kita pantauannya ya lewat monitoring bersama. Jadi setiap bulan kita ada 

pertemuan semua kelompok di undang dan kita rapat bersama koordinasi 

disana.kemudian setiap haripun kita ada laporan, jadi kita bikin sebuah grup 

di wa, grup opeator sama bumdes yang mana setiap sore setelah kegiatan 

pelayanan wisata sana berakhir kita langsung share di grup, hari ini 



pengunjung ada sekian, dari operator sana sekian, itu kita laporkan setiap 

hari. Kemudian ada permasalahan apa kita share, kita sampaikan di grup dan 

itu bisa langsung diskusi dan apabila ada masalah yang perlu dibicarakan kita 

kumpul , kemudian kita selesaikan disitu. Alhamdulillah itu bisa dilaksanakan, 

setiap ada masalah bisa diselesaikan. Secara teknis begitu.” (wawancara pada 

tanggal 8 Juni 2018 di Kantor Sekretariat BUMDes Maju Mandiri) 

 

 Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan tujuan adalah adanya ego dari masing-

masing pelaku karena kolaborasi tersebut tekait dengan sebuah kepentingan bisnis yang 

dimana setiap intansi memiliki kepentingan masing – masing sehingga harus ada kebijkan 

yang dapat mengkoordinir semua pihak yang terkait .  

 Hal tersebut juga di utarakan oleh Bapak Agung Susinantoro selaku oleh wakil 

Direktur BUMDes Maju Mandiri : 

 “Tidak bisa dipungkiri memang permasalahan pindul yang terjadi karena 

ada kepentingan bisnis didalamnya, jadi yang menghambat ya ego masing-

masing pelaku ini. Makanya kita berupaya membuat sebuah kebijakan yang 

itu bisa mengakomodir semua pihak. Ada nilai-nilai keadilan kemudian 

berusaha untuk melakukan upaya-upaya pemerataan disana. Karena 

memang ada pihak-pihak tertentu kalau ini dikondisikan agar semua merata 

juga tidak mau, terutama seperti kelompok-kelompok yang sudah berdiri dari 

awal, mereka merasa lebih berkuasa merasa lebih berhak mengelola goa 

pindul, jadi memang susahnya disitu.” (wawancara pada tanggal 8 Juni 2018 

di Kantor Sekretariat BUMDes Maju Mandiri) 

 

Komitmen dalam pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul oleh BUMDes dan 

Pokdarwis belum berjalan dengan baik karena masih ada ego dari masing – masing pihak 

seperti adanya pihak yang merasa lebih berkuasa dalam mengelola goa pindul karena 

mereka lebih dulu dalam mengelola goa pindul maka diperlukan kebjiakan yang dapat 

mengkoordinir semua pihak. 

 

 

 



Adanya Saling Percaya Diantara Para Pelaku 

Dalam sebuah kolaborasi sangat diperlukan kepercayaan dari para stakeholder, dan 

kaitannya dengan kolaborasi antara pihak pemerintah, Dinas Pariwisata, BUMDes dan 

Pokdarwis harus ada rasa saling percaya satu sama lain.  

Kepercayaan berjalan baik antara Dinas Pariwisata dan BUMDes, dimana 

kepercayaan bisa dilihat dari izin yang dipegang oleh Dinas Pariwisata untuk mengelola 

goa pindul dikerjasamakan dengan BUMDes. Dinas pariwisata juga selalu menerima 

laporan dari BUMDes terkait pengelolaan oyek wisata goa pindul, sehingga kedua belah 

pihak meiliki rasa saling percaya.seperti yag diutarakan oleh Bapak Agung selaku Wakil 

Direktur Bumdes: 

“Setelah perijinan goa pindul di serahkan  kepada bumdes  karena yang 

megang ijin pegeloaan  adalah pemda yang diserahkan ke dinas pariwisata 

setelah ada bumdes ,pegelolaan itu di serahkan kepada bumdes yang terjalin 

dalam sebuah ikatan kerja sama  antara pihak pariwisata dengan BumDes.” 

(wawancara pada tanggal 8 Juni 2018 di Kantor Sekretariat BUMDes Maju 

Mandiri) 

Menurut pihak BUMDes selama masih dalam kesepakatan negosiasi dan sudah 

saling merasa untung BUMDes dan Pokdarwis bisa sepakat, memang tidak mudah dalam 

membangun kepercayaan, harus ada upaya seperti yang dilakukan BUMDes yaitu 

bermusyawarah dan menjalin komunikasi yang baik agar bisa menumbuhkan rasa saling 

percaya diantara pelaku kolaborasi 

Seperti yang diutarakan Bapak Agung Susinantoro selalu Wakil Direktur BUMDes 

Maju Mandiri: 

“Kalau selama ini asal itu memang masi dalam kesepakatan negosiasi mereka 

semua sudah merasa untung misalnya kita  bisa sepakat . memang tidak mudah, 

kita melakukan pendekatan secara emosional dari pribadi ke temen temen 

operator pokdarwis dengan musyawarah dan komuniksi bersama sehingga bisa 

terjadi kesepakatan dan rasa saling percaya” (wawancara pada tanggal 8 Juni 

2018 di Kantor Sekretariat BUMDes Maju Mandiri) 

 

Berdasarkan realita yang ada dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul, 

Pokdarwis tidak sepenuhnya percaya dengan BUMDes karena mereka menganggap 



bahwa BUMDes hanya mengejar profit sehingga mereka kurang setuju apabila BUMDes 

juga ikut mengelola Obyek wisata goa pindul. Seperti yang diutarakan bapak Bagya 

selaku ketua Pokdarwis dewa bejo : 

“Nah itu yang memang kami agak susah, soalnya komitmennya beda antara 

pokdarwis sama bumdes, bisa kita bayangkan singkatannya saja beda. Kalau 

badan usaha milik desa mau tidak mau profit yang dikejar. Tetapi kalau 

kepompok sadar wisata, yang namanya kelompok sadar wisata itu non budget non 

profit jadi kita  sosial. Kira-kira pas gak kalau mau digandeng-gandengkan 

dengan bumdes, gak akan ketemu, kita lain. Kecuali nanti bumdes itu bisa 

mengadopsi dari sosial kami yang ada di kelompok sadar wisata. Nah mungkin 

bisa jalan. Tapi yang namanya bumdes saya yakin sulit, itu profit yang dikejar. 

Kalau kami menyadarkan masyarakat supaya sadar dengan wisata, jadi jauh.“ 

(wawancara pada tanggal 8 Juni 2018 di Kantor Sekretariat Pokdarwis 

Dewabejo) 

 

Berdasarkan wawancara tersebut, terkait dengan indikator kepercayaan diantara 

pihak Dinas Pariwisata, BUMDes dan Pokdarwis belum berjalan dengan baik karena di 

pihak POKDARWIS merasa tidak sepenuhnya percaya dengan BUMDes karena 

menganggap BUMDes hanya mengejar profit . Sedangkan di pihak BUMDes sudah 

percaya dengan POKDARWIS selama masih dalam kesepakatan negosiasi .Munculnya 

rasa kurang percaya diakibatkan dari kurangnya komunikasi dan masih tingginya ego dari 

pelaku kolaborasi. Kepercayaan dari masing-masing pihak sangat diperlukan dalam 

kolaborasi ini sehingga perlu dibangun rasa percaya dan komunikasi apabila terdapat 

permasalahan yang muncul. 

 

Governance 

Governance yaitu termasuk: ada batas-batas siapa saja yang boleh terlibat dan siapa 

yang tidak boleh terlibat, terdapat aturan yang menegaskan pembatasan perilaku anggota 

organisasi dalam hal-hal tertentu yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dapat 

menentukan bagaimana kolaborasi dijalankan, dan jaringan management yang berkaitan 

dengan tantangan, kontrol, kualitas, alokasi sumber daya, dan pemeliharaan organisasi 

(Sudarmo, 2011: 35). 



Dalam kolaborasi pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul ini ada pembatasan siapa 

yang boleh terlibat di dalamnya yaitu Dinas Pariwisata, BUMDes Maju Mandiri dan 

Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS DEWA BEJO) serta pihak terkait (masyarakat 

sekitar obyek wisata). Hal tersebut tercantum dalam SOP Pengelolaan Obyek Wisata Goa 

Pindul mengenai Dasar Pengelolaan, yang berisi: 

1. Perjanjian Kerjasama BUMDes dengan Dinas Pariwisata 

2. Perjanjian Kerjasama BUMDes dengan Kelompok Sadar Wisata 

3. Perjanjian Kerjasama BUMDes dengan pihak-pihak terkait 

Terdapat aturan-aturan yang menegaskan adanya pembatasan terhadap perilaku 

masing-masing anggota terkait serta ada sanksi apabila terdapat perilaku anggota yang 

menyimpang atau tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Hal 

tersebut tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama nomor:01-PK/BUMDES/2018 

BAB VI mengenai hak ada kewajiban pasal 11 yang berisi: 

1. Pihak kesatu (BUMDes) berkewajiban sebagai berikut : 

1. Menjaga kelestarian sumber daya alam kawasan Wisata Goa Pindul 

2. Memberikan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia dalam pelayanan jasa pramuwisata di Kawasan Wisata Goa 

Pindul kepada pihak kedua (POKDARWIS) 

3. Mendistribusikan tiket masuk obyek wisata Goa Pindul kepada pihak 

kedua (POKDARWIS) 

2. Pihak Kedua (POKDARWIS) berkewajiban sebagai berikut : 

a. Menjaga kelestarian sumber daya alam, keharmonisan dan keasrian 

lingkungan dikawasan Wisata Goa Pindul. 

b. Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu dan merusak kondisi 

kualitas dan kuantitasair tanah. 

c. Melaksanakan Sapta Pesona di Kawasan Wisata Goa Pindul. 

Ketika sebuah peraturan yang telah dibuat dan disepakati bersama hendakya  wajib 

untuk ditaati oleh masing -  masing instansi yang terkait akan tetapi jika ada salah satu 

pihak yang melanggar aturan tersebut  tentu akan ada konsekuensinya . Hal tersebut 

tercantum dalam surat Perjanjian Kerja- Sama antara BUMDES Maju Mandiri dengan 

POKDARWIS nomor: 01-PK/BUMDES/2018 no : 01/DB/VI/2018 BAB VII tentang 

SANKSI. 



Apabila PIHAK KEDUA(POKDARWIS) tidak mentaati dan atau melanggar 

Perjanjian Kerja Sama Ini, maka PIHAK KESATU(BUMDES) berhak untuk 

memberikan : 

1. Teguran Secara Lisan 

2. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari  PIHAK KEDUA tidak mengidahkan, maka 

akan diberikan teguran secara tertulis (Surat Peringatan 1) 

3. Apabila dalam waktu 7 (tujuh hari) PIHAK KEDUA tidak mengidahkan, maka 

akan diberikan teguran secara tertulis (Surat Peringatan II) 

4. Selanjutnya akan diberikan Surat Peringatan III dan tidak diberikan tiket masuk 

Obyek Wisata Goa Pindul. 

5. Pemutusan kerja sama secara permanen 

Kolaborasi yang dijalankan mengacu pada perjanjian kerja sama yang telah dibuat 

dan disepakati bersama. Sudah terdapat aturan yang jelas yang mengatur mengenai peran 

masing–masing seperti Dinas Pariwisata Sebagai pemegang izin pengelolaan yang 

dikerja-samakan kepada BUMDes kemudian BUMDes mengerjasamakan Izin tersebut 

kepada POKDARWIS selaku pelaksana dilapangan. 

Walaupun sudah ada aturan untuk menjalankan hak dan kewajiban, stakeholders 

diberikan  kebebasan untuk menjalankan aktivitas lain sesuai dengan visi misi masing-

masing stakeholder. Kaitannya siapa yang diizinkan untuk menjalankan kolaborasi, sudah 

ada bukti tertulis yang menyatakan bahwa Dinas Pariwisata, BUMDes dan Pokdarwis 

diberi izin untuk mengelola Obyek Wisata Goa Pindul. Hal tersebut dibuktikan dalam 

Surat Perjanjian Kerjasama No: 415.4/PK/2017 dan No: 01/BUMDes/2017 tertanggal 5 

Juni 2017 antara Dinas Pariwisata dengan BUMDes Maju Mandiri dan surat Perjanjian 

Kerja- Sama antara BUMDES Maju Mandiri dengan POKDARWIS nomor: 01-

PK/BUMDES/2018 dan no : 01/DB/VI/2018. 

Kolaborasi antara stakeholder yang terkait dirasa sudah mendapatkan sumber daya 

manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing akan tetapi sumber daya 

manusianya belum cukup untuk menjalankan kolaborasi ini, untuk sumber daya keuangan 

masih sangat terbatas kebanyakan  hanya dari swadaya masyarakat. Terkait dengan 

pemeliharaan organisasi, masing-masing stakeholder selalu melakukan musyawarah 

setiap ada kebijakan yang disusun maupun ada permasalahan. Hal tersebut diutarakan 

oleh Bapak Agung Susinantoro selaku Wakil Direktur BUMDes Maju Mandiri: 



“Jadi untuk setiap kebijakan yang kami susun itu memang harus kami 

musyawarahkan dulu dengan temen-temen pokdarwis.  Sehingga untuk 

menjaga  agar kolaborasi ini bisa berjalan terus ya komunikasi. Kita upayakan 

setiap bulan ada koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan bersama.” 

(wawancara pada tanggal 8 Juni 2018 di Kantor Sekretariat BUMDes Maju 

Mandiri) 

Dalam indikator governance sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat 

beberapa kendala. Dalam pembagian keanggotaan siapa saja yang terlibat dalam 

kolaborasi ini sudah diatur  dalam surat perjanjian kerja sama yang sudah di sepakati 

bersama sehingga hak dan kewajiban masing-masing intansi sudah jelas. Sudah terdapat 

aturan yang membatasi perilaku masing-masing stakeholder  beserta sanksi terkait apabila 

terdapat perilaku yang menyimpang. Sedangkan dalam menentukan bagaimana 

kolaborasi dijalankan, masih belum ada kebebasan. Sumber daya manusianya sudah 

mendapatkan sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing.  

Namun Sumber dananya masih kurang karena hanya berasal dari swadaya masyarakat. 

Tertkait dengan pemeliharaan organisasinya sudah baik masing-masing stakeholder 

selalu melakukan musyawarah setiap ada kebijakan yang disusun maupun ada 

permasalahan. 

 

Akses Terhadap Kewenangan 

Akses terhadap otoritas yakni tersedianya standar-standar ketentuan prosedur-

prosedur yang jelas yang diterima secara luas. Dari kebanyakan kolaborasi memberikan 

otoritas untuk mengimpelementasikan keputusan-keputusan dalam menjalankan 

tugasnya. 

Dalam kepengurusan ini sudah tersedia Standar  Operasional Prosedur yang telah 

disepakati bersama namun masih perlu dilakukan revisi karena pada saat dijalankan  SOP 

tersebut masih ada kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki.  Dimana tugas  dari 

kedua belah pihak sudah jelas . Seperti tugas dari BUMDes Maju Mandiri  yaitu sebatas 

untuk pemeliharaan obyek wisata  goa pindul kemudian pengawasan penggunan 

tiket,perbaikan fasiltas ,mengajukan pendanaan dari pemerintah artinya penataan lokasi 

BUMDes yang akan melakukan baik penataan infrastruktur jalan dan perbaikan sarana 



disana adalah tanggun jawab bumdes .Hal ini sesuai yang telah diutarakan bapak Agung 

Susinantoro selaku wakil direktur BUMDes Maju Mandiri : 

“Kalau SOPnya sudah ada namun masih perlu dilakukan revisi karena ketika 

dijalankan SOP tersebut masih ada kelemahan atau kekurangan yang harus 

diperbaiki,kita hanya sebatas untuk pemeliharaan obyek wisata  goa pindul 

kemudian pengawasan penggunan tiket,perbaikan fasilitas ,kita mengajukan 

pendanaan dari pemerintah artinya penataan lokasi kita yang akan melakukan 

baik penataan infrastruktur jalan dan perbaikan sarana disana adalah 

tanggun jawab bumdes” (wawancara pada tanggal 8 Juni 2018 di Kantor 

Sekretariat BUMDes Maju Mandiri) 

Hal tersebut juga diutarakan oleh bapak Bagya selaku ketua POKDARWIS : 

“Kalau kelompok sadar wisata yang disini itu, kita di usahanya pengelolaan 

destinasi, pengelolaan prawisata, jadi kalau pengelolaan prawisata jadi yang 

kita siapkan adalah safety, lalu pemandu-pemadu yang bersertifikat, lalu 

tentang pelayanan yang baik, itu tugas kami yang pokok” (wawancara pada 

tanggal 8 Juni 2018 di Kantor Sekretariat Pokdarwis Dewabejo) 

Terdapat beberapapa kendala dalam menjalankan SOP pengelolaan Obyek wisata 

Goa Pindul seperti SDM nya yang kurang mencukupi sehingga kinerjanya menjadi 

kurang optimal, banyaknya operator dilapangan sehingga sulit untuk di awasi dan 

kebijakan dari Dinas Pariwisata misalnya seperti pelatihan sertifikasi pemandu khusus 

goa yang baru satu kali dilaksanakan yang mengeluarkan biaya yang cukup mahal  kalau 

melaksanakan sertifikasi sendiri dengan menghadirkan ahli speleologi goa yang membuat 

Operator tidak mampu untuk membayarnya . 

Hal tersebut sesuai yang diutarakan bapak Agung Susinantoro selaku wakil Direktur 

BUMDes Maju Mandiri : 

“Kalau kendala yang menghambat dalam menjalankan SOP itu SDMnya yang 

kurang mencukupi,banyaknya operator dilapangan sehingga pengawasanya 

sulit lain kalau cuma satu atau dua tentu lebih mudah dan kebijakan dari Dinas 

Pariwisata yang mewajibkan untuk mengikuti pelatihan sertifikasi pemandu 

khusus goa yang bru dilaksanakan satu kali karena biayanya cukup mahal kalau 



melaksanakan sertifikasi sendiri dengan menghadirkan ahli speleologi (goa), 

operator gak mampu biayanya.” (wawancara pada tanggal 8 Juni 2018 di 

Kantor Sekretariat BUMDes Maju Mandiri) 

Dinas Pariwisata dengan BUMDes, serta Pokdarwis memiliki otoritas masing-

masing untuk menjalankan kegiatan sebagai upaya pengelolaan obyek wisata goa pindul. 

Dalam pengelolaan obyek wisata goa pindul, pemerintah memberikan wewenang kepada 

Dinas Pariwisata sebagai fasilitator antara pihak BUMDes dengan Pokdarwis. Pihak 

BUMDes diberi kewenangan  sebagai pelaksana operasional dalam pengelolaan wisata 

Goa Pindul. Pokdarwis sendiri diberi kewenangan sebagai pelaksana jasa pramuwisata di 

Onyek Wisata Goa Pindul. Hal tersebut tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama 

antara BUMDes dan Pokdarwis nomor: 01/PK/BUMDES/2018 dan Nomor: 

01/DB/VI/2018 pada Bab IV pasal 5 tentang Wewenang dan Tanggung Jawab yang berisi 

: 

1. PIHAK KESATU (BUMDes Maju Mandiri) adalah pelaksana operasional 

dalam pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul. 

2. PIHAK KEDUA (POKDARWIS) adalah pelaksana jasa pramuwisata di 

Obyek Wisata Goa Pindul. 

Kewenangan antara BUMDes dan POKDARWIS sudah sangat jelas sudah disusun 

dalam sebuah draf perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama  antara kedua 

instansi tersebut sehingga semua sudah tertulis disana dan sudah dibuku-kan dalam 

sebuah perjanjian kerja sama. Hal tersebut sesuai dengan yang diutarakan Bapak Agung 

Susinantoro Amd selaku Wakil Direktur BUMDes Maju Mandiri  : 

“kita yang memiliki ijin dan pokdarwis yang melaksanakan kegiatan di 

lapangan berdasarkan surat perjanjian kerjasama yang kita susun bersama 

semua sudah tertulis disana” (wawancara pada tanggal 8 Juni 2018 di Kantor 

Sekretariat BUMDes Maju Mandiri) 

Adanya kejelasan otoritas yang diberikan serta di dukung dengan adanya petunjuk 

teknis mempermudah pihak BUMDes dan Pokdarwis untuk menjalankan kegiatan dan 

tugas masing-masing. 



Dari indikator akses terhadap kewenangan sudah berjalan dengan baik namun masih 

terdapat beberapa kendala. Sudah tersedianya Standar  Operasional Prosedur  yang  jelas  

telah disepakati bersama namun masih perlu dilakukan revisi karena pada saat dijalankan  

SOP tersebut masih ada kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki. Untuk masing-

masing stakeholders sudah ada otoritas yang jelas sudah diatur dalam Surat Perjanjian 

kerjasama yang disepakati bersama. Dengan adanya kejelasan otoritas tersebut maka 

masing-masing stakeholder bisa melakukan wewenang dan menglimentasikan keputusan 

yang sudah di tentukan. 

Pembagian Akuntabilitas / Responsibilitas 

Dalam terkait dengan penataan, pengelolahan, manajemen secara bersama-sama 

dengan stakeholder lain dengan berbagai keputusan yang diputuskan bersama kelompok 

anggota jaringan, dan dengan demikian dibuatlah pertanggung jawaban untuk mencapai 

hasil yang diinginkan setelah pelaksanan dari keputusan yang sudah dibuatkan. 

Pembagian penataan struktur organisasi terkait tugas pokok dan fungsi sudah jelas 

dan sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati oleh masing-masing pihak, sehingga 

dalam pelaksanaan tugas tersebut tidak tupang tidih. Hal tersebut diutarakan oleh Bapak 

Agung Susinantoro selaku Wakil Direktur BUMDes Maju Mandiri: 

“selama ini sudah jelas, karena sudah sesuai dengan kesepakatan yang kita 

susun di perjanjian kerjasama, disana sudah jelas semua, porsinya sudah 

jelas, tidak ada istilah tumpang tindih, pembagian tugasnya juga sudah 

jelas.” (wawancara pada tanggal 8 Juni 2018 di Kantor Sekretariat 

BUMDes Maju Mandiri) 

Hal tersebut juga dibenarkan oleh bapak Bagya selaku ketua Pokdarwis : 

“Jadi di kelompok sadar wisata itu ada pembagian tugas masing-masing mulai 

dari penasehat tugasnya apa, ketua tugasnya apa, sekretaris tugasnya apa, itu 

sudah terinci disitu dan itu merupakan uraian kerja masing masing unit, apalagi 

tentang pemandu, ya pemandu punya kriteria pemandu  harus ini pelayanannya 

harus ini, jadi semua punya uraian tugas masing masing.” (wawancara pada 

tanggal 8 Juni 2018 di Kantor Sekretariat Pokdarwis Dewabejo) 



Dalam pelaksanaan kolaborasi pengelolan Obyek Wisata Goa Pindul masing-

masing stakeholder diberi  tata cara pelaksanaan yang sudah  ditetapkan bersama melalui 

Standar Operasional Prosedur yang telah dibuat akan tetapi peran dan tanggungjawab dari 

masing-masing di sesuaikan dengan bidang masing-masing. Pembagian akuntabilitas  ini 

dapat terlihat dari pembagian kewenangan dan tanggungjawab dari masing-masing 

stakeholder. BUMDes bertanggungjawab untuk menangani pembuatan tiket dan 

Pokdarwis harus bertanggungjawab untuk pelaksanaan di lapangan. Dalam kolaborasi 

pengelolaan obyek wisata goa pindul, prosedur sudah diatur dengan jelas dan tertulis yang 

wajib dipatuhi oleh masing-masing stakeholder. Seperti yang diutarakan oleh Bapak 

Agung Susinantoro selaku wakiol direktur BUMDes : 

“Itu di surat perjanjian kerjasama sebenarnya sudah sangat jelas, artinya posisi 

kita sebagai bumdes itu membawahi mereka, lalu mereka  melakukan kegiatan 

pemaduan dilapangan mulai dari pelayanan tamu wisata, kemudian pelayanan 

tentang kepemanduan kemudian nanti setelah sampai di pokdarwis mereka 

melakukan kegiatan itu sesuai dengan standar mereka, dan memang itu 

sebenarnya sudah berjalan sampai dengan hal ini sudah ada dan tidak ada 

kendala.” (wawancara pada tanggal 8 Juni 2018 di Kantor Sekretariat 

BUMDes Maju Mandiri) 

Hal tersebut juga diutarakan oleh bapak Adiyanto.selaku hums pokdarwis 

dewabejo: 

“tugas-tugas dari bumdes kesini, itukan sistimnya ada, disana kan ada petugas 

khusus, yang kalau kesini dia setor tiket masuknya, setor ambil uang, seminggu 

sekali, kita hanya bantu yang disana saja,” (wawancara pada tanggal 8 Juni 

2018 di Kantor Sekretariat Pokdarwis Dewabejo) 

Berdasarkan hasil penjelasan di atas keterlibatan dari masing-masing stakeholder 

untuk berbagai keputusan sudah dilakukan, masing-masing dari stakeholder selalu 

memberikan laporan atau pertanggung jawaban  terhadap semua kegiatan atau keputusan 

yang sudah dijalankan. 

 

Berbagi Informasi 

Yaitu kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan privacy, dan keterbatasan 

akses bagi yang bukan anggota sepanjang bisa diterima oleh semua pihak. Kemudahan 



akses ini bisa mencakup sistem, sofware dan prosedur yang mudah dan aman untuk 

mengakses informasi. 

Dalam sebuah kolaborasi sangat diperlukan adanya kemudahan akses informasi, 

perlindungan privacy antara anggota. Kolaborasi pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul 

antara pihak BUMDes dan POKDARWIS informasinya sama-sama saling terbuka dan 

saling transparan artinya tidak ada yang ditutup-tutupi. Informasi tersebut dibagikan 

melalui pertemuan rutin seperti rapat dan melalui grup whatsapp. Hal tersebut seperti 

yang diutarakan oleh Bapak Agung Sunantoro selaku Wakil Direktur BUMDes Maju 

Mandiri: 

“Sementara ini kebanyakan pakai grup wa, kalau koordinasi itu kita lakukan 

dilapangan kadang terjun langsung di kelompok, kalau ada masalah langsung 

kita kesana di selesaikan baik-baik, modelnya ya kita musyawarahkan. Untuk 

media lain ya kita lewat kegiatan formal di desa, melalui rapat dusun, kadang 

melaui momen-momen itu kita klarifikasi ada masalah dan sebagainya.” 

(wawancara pada tanggal 8 Juni 2018 di Kantor Sekretariat BUMDes Maju 

Mandiri) 

Hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Adianto selaku Humas Pokdarwis 

“Ada grup wa, tetapi kita lebih sering mengadakan musyawarah karena lebih 

mudah ketika ada masalah kita bahas bersama sehingga masalah yang 

dihadapi bisa lebih cepat teratasi, kita yang jelas saling terbuka dan 

transparan” (wawancara pada tanggal 8 Juni 2018 di Kantor Sekretariat 

Pokdarwis Dewabejo) 

  

Terkait dengan perlindungan privacy dalam kolaborasi ini sangat dijaga guna 

melindungi identitas bagi para anggota kolaborasi agar tidak disalah gunakan oleh orang 

–orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga masing- masing anggota kolaborasi bisa 

bekerja dengan baik tanpa adanya gangguan  yang mengancam identitas mereka.Untuk 

akses informasi hanya terbuka untuk anggota saja, sedangkan yang bukan anggota sangat 

sulit untuk memperoleh informasi terkait pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul.  

Seperti yang diutarakan bapak Agung Susinantoro selaku wakil direktur BUMDes 

Maju Mandiri: 



“Untuk akses informasi terkait pengelolaan hanya transparan bagi anggota 

BUMDes dan Pokdarwis saja sedangkan untuk yang bukan anggota bersifat 

privacy.” (wawancara pada tanggal 8 Juni 2018 di Kantor Sekretariat 

BUMDes Maju Mandiri) 

Dari indikator berbagi informasi sudah berjalan dengan baik sudah ada kemudahan 

bagi anggota dalam mengakses informasi , hal ini dapat dilihat dari adanya group 

WhatsApp yang memudahkan para anggota BUMDes dan POKDRWIS untuk mengakses 

informasi terupdate sehingga ketika ada sesuatu yang perlu dibahas bisa langsung di 

informasikan dalam group WhatsApp tersebut dan masing – masing stakeholder saling 

transparan dan tidak ada yang ditutup- tutupi dan ketika ada masalah dalam kolaborasi 

pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul  kedua intansi tersebut selalu mengadakan 

musyawarah sehingga ketika ada masalah bisa cepat terselesaikan. Perlindungan privacy 

sangat dijaga oleh masing-masing stakeholder untuk meminimalisir adanya perlakuan 

dari orang-orang yang  tidak bertanggung  jawab. Sedangkan  akses informasi tersebut 

hanya transparan bagi anggota saja dan bersifat privasi bagi yang bukan anggota. 

 

Akses Terhadap Sumberdaya 

Akses terhadap sumberdaya yakni ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia 

dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan network. 

Adanya kolaborasi pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul sudah pasti 

membutuhkan sumber keuangan. Akan tetapi realitanya dana dari pemerintah masih 

sangat terbatas untuk mencukupinya, sumber dana diperoleh dari swadaya masyarakat. 

Jadi dananya berasal dari modal masing-masing anggota, sementara pemerintah hanya 

berkontribusi dari sisi perizinan.Seperti yang diutarakan oleh Bapak Agung Susinantoro 

selaku Wakil Direktur BUMDes Maju Mandiri: 

“Selama ini sebetulnya swadaya, terkait dengan pengelolaan goa pindul  jadi 

pokdarwis selama ini berdiri dengan modal masing-masing dan pemerintah 

punya kontribusi ya hanya dari sisi perizinan, kemudian terkait dengan  modal 

pokdarwis atau kelompok mereka mengusahakan modal masing-masing 

dengan anggota patungan dan sebagainya.dari sekian tahun pindul berjalan, 

akses jalan untuk kesana sudah di aspal semua , kemudian ada pelebaran jalan 

, artinya kontribusi kita dari sisi infrastruktur untuk jalan masuk sudah cukup 



baik.” (wawancara pada tanggal 8 Juni 2018 di Kantor Sekretariat BUMDes 

Maju Mandiri) 

 

 Hal tersebut juga diutarakan oleh Bapak Adianto selaku Humas Pokdarwis : 

“Sumber keuangan dari swadaya, dari pemerintah ada, tetapi kebanyakan dari 

swadaya masyarakat. Jadi kalau kita sebagai karyawan itu kan butuh seragam, 

kita tidak minta  kesana, seperti yang kita kerjakan setiap hari, ini kan juga ada 

dana khusus, untuk kebutuhan kantor, kebutuhan kelompok, koperasinya juga 

ada, insyaAllah sudah lengkap.” (wawancara pada tanggal 8 Juni 2018 di 

Kantor Sekretariat Pokdarwis Dewabejo) 

 

 Terkait sumber keuangan dalam kolaborasi ini tercantum dalam surat perjanjian 

kerja sama antara BUMDEs maju mandiri dengan Pokdarwis dewa bejo 1 Nomor 01 – 

PK /BUMDES/2018 dan Nomor 01 – PK /BUMDES/2018 BAB VIII tentang 

Pembiayaan Pasal 13 yang berisi : 

 

“Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Perjanjian Kerja Sama 

ini dibebankan pada sumber dana Para Pihak.” 

 

 Pengelolaan obyek wisata goa pindul ini juga memerlukan sumber daya manusia 

yang mencukupi untuk membentuk tim pelaksana di lapangan. Oleh karena itu  BUMDes 

dan POKDARWIS melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar yang berkompenten 

untuk melakukan tugas yang diberikan agar kolaborasi dalam pengelolaan Obyek Wisata 

Goa Pindul dapat berjalan dengan baik. 

 Hal ini sesuai yang diutarakan Bapak Agung Susinantoro selaku wakil ketua 

BUMDes Maju Mandiri  : 

“SDMnya sebenanya masi kurang akan tetapi karena memang keterbatasan 

dari SDM .maka kita cukupkan dengan SDM yang sudah ada saat ini. Di 

SDMnya kita mengandalan teman teman operator  pokdarwis dan masyarakat 

sekitar yang berpartisipasi menjadi pemandu” (wawancara pada tanggal 8 

Juni 2018 di Kantor Sekretariat BUMDes Maju Mandiri) 

 



 Hal tersebut juga diutarakan bapak Adiyanto selaku Humas POKDARWIS : 

“Kita memberdayakan masyarakat sekitar misalnya seperti Private Bahasa 

Inggris ,menjadi pemandu dan ibu – ibu PKK diberdayakan untuk catering 

ketika ada job.” (wawancara pada tanggal 8 Juni 2018 di Kantor Sekretariat 

Pokdarwis Dewabejo). 

 

 Berdasarkan indikator terkait akses terhadap sumber daya dalam kolaborasi ini  

belum bisa optimal karena sumber dana yang digunakan dalam kolaborasi ini masi sangat 

terbatas hanya mengandalkan dari swadaya masyatrakat, sedangkan pemerintah hanya 

memberikan kontribusi di bidang perizinan saja ,sehingga diperlukan akses keuangan dari 

sumber lain misalnya dari pemerintah atau sponsor. Sedangkan untuk sumber daya 

manusia juga  masih terbatas, karena SDM yang ada terutama dalam tim pemandu masih 

dirasa kurang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Struktur Jaringan 

Secara keseluruhan struktur jaringan pada kolaborasi ini sudah berjalan dengan 

baik sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya, akan tetapi Dinas Pariwisata menjadi stakeholder yang memiliki 

kewenangan lebih untuk menangani dan mengambil keputusan terkait pengelolaan 

Obyek Wisata Goa Pindul dibanding stakeholder lainya  sehingga Dinas Pariwisata 

harus lebih memiliki komitmen dalam upaya pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul 

sebagai salah satu obyek wisata unggulan di Kabupaten Gunungkidul. 

2. Komitmen Terhadap Tujuan 

Komitmen dalam pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul oleh BUMDes dan 

Pokdarwis belum berjalan dengan baik karena masih ada ego dari masing–masing 

pihak seperti adanya pihak yang merasa lebih berkuasa dalam mengelola goa pindul 

karena mereka lebih dulu dalam mengelola goa pindul maka diperlukan kebjiakan 

yang dapat mengkoordinir semua pihak. 

3. Adanya Saling Percaya Diantara Para Pelaku 

Berdasarkan wawancara tersebut, terkait dengan indikator kepercayaan 

diantara pihak Dinas Pariwisata, BUMDes dan Pokdarwis belum berjalan dengan 

baik karena di pihak POKDARWIS merasa tidak sepenuhnya percaya dengan 

BUMDes karena menganggap BUMDes hanya mengejar profit . Sedangkan di pihak 

BUMDes sudah percaya dengan POKDARWIS selama masih dalam kesepakatan 

negosiasi .Munculnya rasa kurang percaya diakibatkan dari kurangnya komunikasi 

dan masih tingginya ego dari pelaku kolaborasi. Kepercayaan dari masing-masing 

pihak sangat diperlukan dalam kolaborasi ini sehingga perlu dibangun rasa percaya 

dan komunikasi apabila terdapat permasalahan yang muncul. 

4. Governance 

Dalam indikator governance sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat 

beberapa kendala. Dalam pembagian keanggotaan siapa saja yang terlibat dalam 

kolaborasi ini sudah diatur  dalam surat perjanjian kerja sama yang sudah di sepakati 

bersama sehingga hak dan kewajiban masing-masing intansi sudah jelas.Sudah 

terdapat aturan yang membatasi prilaku masing-masing stakeholder  beserta sanksi 



terkait apabila terdapat perilaku yang menyimpang. Sedangkan dalam menentukan 

bagaimana kolaborasi dijalankan, masih belum ada kebebasan. Sumber daya 

manusianya sudah mendapatkan sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang 

masing-masing.  Namun Sumber dananya masih kurang karena hanya berasal dari 

swadaya masyarakat. Tertkait dengan pemeliharaan organisasinya sudah baik 

masing-masing stakeholder selalu melakukan musyawarah setiap ada kebijakan yang 

disusun maupun ada permasalahan. 

5. Akses Terhadap Kewenangan 

Dari indikator akses terhadap kewenangan sudah berjalan dengan baik namun 

masih terdapat beberapa kendala . Sudah tersedianya Standar  Operasional Prosedur  

yang  jelas  telah disepakati bersama namun masih perlu dilakukan revisi karena pada 

saat dijalankan  SOP tersebut masih ada kelemahan dan kekurangan yang harus 

diperbaiki. Untuk masing-masing stakeholders sudah ada otoritas yang jelas sudah 

diatur dalam Surat Perjanjian kerjasam atau SOP yang disepakati bersama. Dengan 

adanya kejelasan otoritas tersebut maka masing-masing stakeholder bisa melakukan 

wewenang dan menglimentasikan keputusan yang sudah di tentukan dalam SOP.  

6. Pembagian Akuntabilitas / Responsibilitas 

Berdasarkan hasil penjelasan di atas keterlibatan dari masing-masing 

stakeholder untuk berbagai keputusan sudah dilakukan, masing-masing dari 

stakeholder selalu memberikan laporan atau pertanggung jawaban  terhadap semua 

kegiatan atau keputusan yang sudah dijalankan. 

7. Berbagi Informasi 

Dari indikator berbagi informasi sudah berjalan dengan baik sudah ada 

kemudahan bagi anggota dalam mengakses informasi , hal ini dapat dilihat dari 

adanya group WhatsApp yang memudahkan para anggota BUMDes dan 

POKDRWIS untuk mengakses informasi terupdate sehingga ketika ada sesuatu yang 

perlu dibahas bisa langsung di informasikan dalam group WhatsApp tersebut dan 

masing – masing stakeholder saling transparan dan tidak ada yang ditutup- tutupi dan 

ketika ada masalah dalam kolaborasi pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul  kedua 

intansi tersebut selalu mengadakan musyawarah sehingga ketika ada masalah bisa 

cepat terselesaikan. Perlindungan privacy sangat dijaga oleh masing-masing 

stakeholder untuk meminimalisir adanya perlakuan dari orang-orang yang  tidak 



bertanggung  jawab. Sedangkan  akses informasi tersebut hanya transparan bagi 

anggota saja dan bersifat privasi bagi yang bukan anggota. 

8. Akses Terhadap Sumberdaya 

Berdasarkan indikator terkait akses terhadap sumber daya dalam kolaborasi ini  

belum bisa optimal karena sumber dana yang digunakan dalam kolaborasi ini masi 

sangat terbatas hanya mengandalkan dari swadaya masyarakat, sedangkan 

pemerintah hanya memberikan kontribusi di bidang perizinan saja  sehingga 

diperlukan akses keuangan dari sumber lain misalnya dari pemerintah atau sponsor. 

Sedangkan untuk sumber daya manusia juga  masih terbatas, karena SDM yang ada 

terutama dalam tim pemandu masih dirasa kurang. 

 

Saran 

1. Komitmen terhadap Tujuan 

Masih adanya ego dari masing–masing pihak sangat menghambat dalam 

berkolaborasi untuk mencapai komitmen seperti adanya pihak yang merasa lebih 

berkuasa dalam mengelola goa pindul karena mereka lebih dulu dalam mengelola 

goa pindul. Sebaiknya dibuat kebijakan yang dapat mengkoordinir semua pihak.  

Sehingga kolaborasi bisa berjalan dengan damai dan dapat mencapai tujuan bersama. 

2. Adanya Saling Percaya Diantara Para Pelaku. 

Dalam berkolaborasi kepercayaan dari masing-masing pihak sangat 

diperlukan dalam kolaborasi ini sehingga perlu dibangun rasa percaya dan 

komunikasi apabila terdapat permasalahan yang muncul. 

3. Akses Terhadap Sumberdaya 

Kolaborasi tidak akan berjalan dengan optimal apabila minimnya sumber 

keuangan maupun sumber daya manusianya. Pemerintah seharusnya turut 

berkontribusi dalam sumber keuangan tidak hanya berkontribusi dalam perizinan 

saja.Sehingga diperlukan akses keuangan dari sumber lain misalnya dari pemerintah 

atau sponsor dan SDMnya perlu ditambah khususnya dalam tim pemandu yang 

masih dirasa kurang sehingga kolaborasi yang dijalankan bisa berjalan dengan 

optimal. 
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